PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010 -
TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,
bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan efesiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas agar dapat dimanfaatkan

secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi
daerah;

Menimbang

=

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 151 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dimana ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun, 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 )7
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Perintah
Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun 2009 Nomor 19);




33. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

EW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

‘Diacrah adalah Daerah Kabupaten Kayong Utara.

‘Supati adalah Bupati Kayong Utara.

‘O<wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
Zacrzh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

& Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
Xcuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD serta diatur dengan Peraturan Daerah.

= Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena
Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.




sa Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
bat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

n Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga
isanakan pengelolaan APBD.

tusn Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkatl daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga
slaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

it kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

= ssuna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
slaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

ssss Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
,f_ =ian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
SKPD

na Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik

¢ Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah
2t yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.

Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
seram sesuai dengan bidang tugasnya.

Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
= untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
gemecluaran daerah.

#=icning Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
sniukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
:h pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

ahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
syimpan. menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang
sdapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

aara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
»ayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
siania daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. -

emerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

mecluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

eacspatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
st=yzan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

#anja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
ng nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

s Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja

=1 Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja

Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau
weocivaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
weupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

= Leoih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
sasi penerimaan daerah terhadap realisasi pengeluaran daerah selama satu periode
an dan merupakan komponen pembiayaan.

n Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
1 uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
dibebam kewajiban untuk membayar kembali.

s pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas
asi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
\ooran pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.




. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
==k digabungkan pada entitas pelaporan.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
wntuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
pesyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejsbat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
T Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan
=hijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
sesspekiif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
shibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
FEKiraan maju.

w=kiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
s=cgaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
srogram dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
: ya.

merja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
=Sutungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
®emganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
= yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
s=iaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
dana.

“emesi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan
si== rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

"esen pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban
tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-
Resi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
ssocrdayakan, dan mensejahterakan masyarakat,

“==m adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
Xegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil

: Serukur sesuai dengan misi SKPD.

‘=s=tan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja

& SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
fri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal
mmber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
mSenmssi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
" untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
=8 (larger) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
- -an dari suatu kegiatan.

=25 (omipwt) adalah barang dan/atau Jjasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
=%an untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
come) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
cgiatan dalam satu program.
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

=2 Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
=% (RKPD). adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
=2 Kenja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
WSS perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
#= program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
APBD.

#an Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
=% kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
ssimya untuk periode 1 (satu) tahun,




sontss dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan
am prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

sumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
-n yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
ar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dwkumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-
AP0 adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap
8.7 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan oleh pengguna anggaran.
\secaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
merimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan
ams vang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode.

Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
stakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengajuan

Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
=roitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara
seciuaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Lang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
20 oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat
e sian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
*F Canti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
sukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang
@& dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
* Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen
= Sizjukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
s melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak ddn tidak dapat digunakan
pembayaran langsung dan uang persediaan.
]mmg yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
= pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
manjlan kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
Jjumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
Epkan oleh PPTK.
= Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
makan’ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
stan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
en vang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
stan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
Fersediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam
sanakan kegiatan operasional sehari-hari.
Ferinah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
= yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
vizn SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
wwan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
= Serntah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
wun dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
pmbnan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
u% mengsganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

s Periniah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
| ah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna
: untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan
mams e melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
mesn ketentuan.
= Penntah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
scbagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.




#iutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/
220 hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
220 akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang

Serang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
k= berasal dari perolehan lainnya yang sah.
\ekavaan daerah atau aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang
wujud maupun segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak daerah yang
goat dinilai dengan uang.
=ng adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
=t berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sartifikat saham, sartifikat
tizasi, dan surat berharga lainnya yang sejenis.
2ne Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ atau
w=iban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan
sundang-undangan, Perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan
s relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
g Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang
inambungan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/ unit yang mempunyal tugas
hgs: melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar
sanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan
an Perundang-undangan.
1 Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan
Fnlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
s Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/ unit
prh SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
n kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa
amakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
d'siensi dan produktivitas.
i adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
myaltl, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
n pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

> keuangan daerah meliputi :
=8 untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan

dacrah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar
ﬁ ketiga:
daerah;

= 2 daerah;
’, hah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

hm_ serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
: n pada perusahaan daerah

ﬁ& lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
1 tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.




Pasal 3

keuangan daerah meliputi:

um pengelolaan keuangan daerah;

pejabat yang mengelola keuangan daerah;
APBD;

pusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
gusunan dan penetapan APBD;

sisanaan dan perubahan APBD;

Eausanaan keuangan daera.h;

megungjawaban pelaksanaan APBD;

sendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
selolaar kas umum daerah,

s=lolaan piutang daerah;

- piaan investasi daerah,

z=lolaan dana cadangan;

Bci0iaan utang daerah;

gelolaan barang milik daerah;

sbinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
Iy =saian keruglan daerah;

eclolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Bagian Kedua
Azas Umum

Pasal 4

Lewangan daerah wajib dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
& bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat
mtuk masyarakat.

engclolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
siam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
#ctapkan dengan Peraturan Daerah.

BABIII
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN:-DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Supati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili

“emerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat

meclimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan,

senatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan
aerah kepada :

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

». Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

= Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah.

Felimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘“iasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji
&an menerima/ mengeluarkan uang.




shussaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
g kewenangan:

=n kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

.an kuasa pengguna anggaran, pengguna barang;

whan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
2 pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang

2 pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;

suohan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
akan pembayaran.

» kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
usan Bupati,

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

’ »2 dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam
Bupm menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
semerintahan Kabupaten Kayong Utara termasuk pengelolaan keuangan daerah.

ms Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

’ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi

nan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
wusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

wsunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

sunan Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, dan Raperda
soungjawaban Pelaksanaan APBD;
was-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan
B don

sunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
(Sanaan APBD.

"qs—tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempunyai tugas:
memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
iapkan pedoman pelaksanaan APBD;
emyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

b ' an persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD; dan
aksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
fasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Jdinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
ayat (3) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

D) mempunyai tugas sebagai berikut:
: sun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
semyusun rancangan tentang APBD, rancangan tentang Perubahan APBD dan
smcangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
mciaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
melak sanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

myusun  laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
(SENAAn APBD,dan
Jsksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

am melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
s=yusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
smecsahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
slakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
sberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas

sk sanakan pemungutan pa_]ak daerah;

keuangan lainnya yang telah ditunjuk; i I 3
sahakan/ mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ’
impan uang daerah; i !
okan SPD dan menerbitkan SP2D; | Bl

sksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan i mv&stam, :

ukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
rekening kas umum daerah;
Aukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
sukan penagihan piutang daerah;
‘s sanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
=y aiikan informasi keuangan daerah;
v iapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah

“sk sanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah'daerah;
» sk sanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik

Pasal 8

siaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan
siaku kuasa BUD.

2n kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
1D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
apkan anggaran kas;
= D an SPD;
perbatkan SP2D; dan
apan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

11
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3 selsin melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga
&= wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf
Swrwt . huruf k. hurof 1, huruf m, huruf n, dan huruf o.

gzungjawab kepada PPKD.

=nang selain  sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), dapat
32 pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Pasal 9

& smegaran pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang:
-SKPD;
PA_SKPD:
ekan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
aggaran SKPD yang dipimpinnya;
1 atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- QM,
=mungutan penerimaan bukan pajak;
2 perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang

- ‘7, dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
==z milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD

& menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
sksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
S fogas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan
mpahkan oleh Bupati;
> atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

i--« 2 anggaran/ pengguna barang dalam melaksanakan tugas dapat
‘sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku
2 anggaran/ pengguna barang.

- d-gian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
& rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

i wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
: SKPD.

anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat
b atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengguna anggaran/

m kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur
=ngan Peraturan Bupati.
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Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11

Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/
pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada
unit kerja SKPD selaku PPTK.

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan
kopetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/ atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat
pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

¢ menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam
DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
&cuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Fejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
Sertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau
PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

- Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas
kcbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

‘Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kcbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional dan secara fungsional bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya
dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan/ atau bendahara pengeluaran

pembantu.
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cnmaan dan bendahara pengeluaran dllarang melakukan kegiatan
ph)aan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai

leglatan/pekeqaan/penjualan baik secara langsung maupun tidak
,“ menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas

BAB IV
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Azas Umum APBD

Pasal 14

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
sapdalan daerah.

= APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD
= mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan

vai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan

Sahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun

mean Peraturan Daerah.

Pasal 15

“maan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik ‘dalam bentuk uang,
Jasa pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

sspatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur
mal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

ssdspatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan
p &alam APBD.

=n untuk sctiap pendapatan dacrah dan belanja daerah yang dianggarkan
ss sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Pasal 16

» APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 17

= APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai
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Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 18

satu kesatuan yang terdiri dari:
7 »‘. - dan
@an daerah.

- &==rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua
- w=ne melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana
an hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

~
d 2l |

=rah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua
&z Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar
skan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
';', yarannya kembali oleh;daerah,

. Sacrab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi semua
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 19

 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
i @aerah (PAD);

gan- dan

daerah yang sah.

Pasal 20

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :

s=iolzan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

—

AD yang sah.

yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup :
s=ian kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
1 atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

ek =
- -

 selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

®omcan. ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau
serang dan/atau jasa oleh daerah;

Semds atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

des k-

fenda retribusi;
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@ Basil eksekusi atas jaminan;

Patinn:

saal dan fasilitas umum;

s San penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

7 angsuran/ cicilan penjualan.
Pasal 21

sangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

n: dan

Pasal 22

an daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD
meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang

Pasal 23

2 dimaksud dalam Pasal 22 merupakan penerimaan daerah baik
= barang, dan/ atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat,
dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

=8 lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
smean Peraturan Bupati.

Pasal 24

Sspatan dalam APBD dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi,
ek dan rincian objek pendapatan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 25

a8 dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang
semangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang
jemgan ketentuan Perundang-undangan.

cnggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ﬂnk mehndung1 dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
= memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
Sssar. pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang Jayak

agkan sistem jaminan sosial.
m kualitas kehidupan masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

- melalui prestasi kerja dalam pencapalan standar pelayanan minimal
= m wajib pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
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Pasal 26

schagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diklasifikasikan
ssasi. fungsi. program dan kegiatan, serta jenis belanja.

. Belanjz menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
=mgan Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

‘Selania menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
k2=l berdasarkan urusan pemerintahan; dan
== fungsi pengelolaan keuangan negara.

seianja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
- &klzsifikasikan menurut Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kayong

‘Selanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
an dengan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
yong Utara.

Pasal 27

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari :
langsung; dan

FSUnge

-

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

ssung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b - merupakan belanja
-cara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung
Pasal 28

_smesung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dibagi
S=mia yang terdiri dari:

Pasal 29
: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan belanja

‘&alam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan
i Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-
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s representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
s dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan
w& dengan ketentuan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 30

=nntah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri
Dacrah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
buan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

mSehan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka
siatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
= kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

ez pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
2okan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

wnza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b digunakan untuk
kan pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban penggunaan pokok
mocipal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka

_&an jangka panjang.

Pasal 32

subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf ¢ digunakan untuk
szarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar

produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

shasn’ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/
se2 yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

setean’ lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
=ichih dahulu dilakukan audit kinerja dan audit keuangan.

Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga audit
en yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Acuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan
Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
~ ramgka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
ziawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

} Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur lebih
Semean Peraturan Bupati.




Pasal 33

Sibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d digunakan untuk
ssarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada

~ atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
misasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e fibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
gan daerah. rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

==en hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat
kcpada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam Peraturan
==n-undaangan.

Pasal 34

*2dz pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
erintahan di daerah.

nada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan
varakat.

sada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan
2an pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum.

Acpada  masyarakat dan  organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk
S=tian partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional
Se=can dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b 2 kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
=5 daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap tahun

Pasal 35

| 55ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) bersifat bantuan yang
smoikar tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan
Scen persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

|emc diberikan secara tidak mengikat/ tidak secara terus menerus diartikan
semberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan
® decrah dan  kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang
se=raan pemerintahan daerah.

Pesanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang

‘.

Pasal 36
1 sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e digunakan untuk

“an pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk
‘=i=u barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik.
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smtuen sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak

e menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya

mesn mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
mesan Bupati.

ssiien sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan
W2 pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun

. i3

s kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
ang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 37
%es hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f digunakan untuk
sarian dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten
mermintanan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g digunakan untuk

bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dari pemerintah
=n kepada pemerintahan Desa.

= keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
stuian dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa
s=ma bantuan.

keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sstukan dan penggunaannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten kepada
sntahan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

'= tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h adalah belanja
% Lcgiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti
cculangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
tanggap darurat, termasuk kunjungan Kepala Negara serta pengembalian atas
=n penerimaan Pemerintah Kabupaten tahun-tahun sebelumnya yang telah

~

1 atau penetapan kriteria mendesak yang bersifat tidak biasa sebagaimana
.0l pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Persetujuan Pimpinan

N

Paragraf 2
Belanja Langsung

Pasal 40

‘Selanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
menurut jenis belanja yang terdiri dari :

pegawai;

e barang dan jasa; dan
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Pasal 41

peawal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk keperluan
spah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 42

)2 barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan
pengeluaran/ pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

(dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
Satan pemerintahan daerah.

“Sclian’ pengadaan barang dan/ atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada
® 1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi
si. perawatan kendaraan bermotor, perawatan peralatan dan perlengkapan kantor,
S penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa

Serat. sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
S dan arributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan
. perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Pasal 43

s modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf ¢ digunakan untuk
e=iaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang
wenyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
1 pemerintahan.

&sct tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam
#= modal sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Wt menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar
#ebanan belanja modal.

Bagian Kelima
Surplus/ Defisit

Pasal 44

2 anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan
2 defisit APBD.

Pasal 45

= APBD diperkirakan surplus penggunaannya diutamakan untuk penguranggan
=bentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pasal 46

2 hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
up defisit dimaksud diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan
s=ran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
= yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian
man atau penerimaan piutang.
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defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada
msturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah

Pasal 47

| S2=rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ terdiri dari
mmbiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

»ayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

i peshitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
an kekayaan daerah yang dipisahkan;

pinjaman daerah;

kembali pemberian pinjaman; dan

memn piutang dacrah.

Mayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
j=n dana cadangan;

s modal (investasi) pemerintah daerah;

saz=n pokok utang; dan

3= pinjaman daerah.

merupakan  selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap

2ar

neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 48

=8 sngoaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam

S 2 mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan
. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

mess pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga
%ium terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2
Pencairan Dana Cadangan
Pasal 49

: tadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b
Bk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana
=g kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

e carkan pada ayat (1) tersebut yaitu sesuai dengan jumlah yang telah
= Seraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.




s Jana yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas
gaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja
- pemgguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam
3 E-unaangan.

dana cadangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 50

1 daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
.an antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan
) &an penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan
| st=u hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf 4
Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 51

mmen daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d
Semgengparkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas

1 yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 5
Peacrimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 52

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
Sgunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada
atau pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6
Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 53
g daerah sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f
=meanggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak

penenmaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat,
f2in. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan

g lainnya.

Paragraf 7
Pembentukan Dana Cadangan

Pasal 54

%8 Sacrah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang
@8 Samanya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
2 &= ditstapkan dengan Peraturan Daerah.
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Deemat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan tujuan,
8 sumber dana cadangan serta jenis program/ kegiatan yang dibiayai dari

-5 wp 11

yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber
s penerimaan daerah, kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah,
lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
ran Perundang-undangan yang berlaku.

Sascencan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
’ sud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan
gan Peraturan Daerah tentang APBD.

mn Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana
&yt (4) dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan
BD.

Paragraf 8
Peayertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pasal 55

Zapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang
=5 manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.

{investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah
baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Seam

Pasal 56

pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/
dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki
3 12 (dua belas) bulan.

. pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito
= ° (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat
sears otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank
Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

% pemiang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang
' &imiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi

=g iivitieg

: mg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat
pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan
smoelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham
@ msaha surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan
Bak dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan
2 memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

S
!

= scbagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki
gsn t=npa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali,
Zscrah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/
# Sser=h penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau badan usaha
sies! permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk
an atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
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= permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki
‘Seskelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali,
2 obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk
. h:gan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah
2 pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja,
s dsna secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas
paca usaha mikro dan menengah.

& panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang
tan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan
¢ penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan

ot |

(investasi) pemerintah daerah kepada pihak ketiga, diatur tersendiri

Paragraf 9
Pembayaran Pokok Utang

Pasal 57

L wiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf ¢ digunakan
asian pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan
= jancka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Paragraf 10
Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 58

gan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d digunakan
ssarian pinjaman yang diberikan kepada pemeriantah pusat dan/ atau
i kainnya.

BABYV
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 59

sun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan
3 RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk
! {satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

na dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi
si=s pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan
baik vang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah
uh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

8 dscrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi
r pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-
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Pasal 60

® wstuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
isanaan, dan pengawasan.

.PD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun

= dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

aan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
S-unda gaﬂ.

BAB VI
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 61

sarsen urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
m APBD.

urusan Pemerintahan Kabupaten yang penugasannya dilimpahkan
@idanai seluruhnya dan/ atau sebagian dari dan atas beban APBD
ong Utara.

Pasal 62
berdasarkan RKPD.

h;a daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan
na ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 63

messvusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan
¢ pemyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Barat setiap tahun.

smyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
_ cok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
»u0 dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

@ penyusunan APBD; dan

—al Lhusus lainnya.

Pasal 64

soyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal
| . Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
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& dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
wan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling

memesu pertama bulan Juni.

Pasal 65

0 % memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,
an daerah. kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah,

ESCED s>’.|l

ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah
mencapai target.

Pasal 66
S sehesaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) disusun dengan tahapan

=l= prioritas pembangunan daerah;
soritas program untuk masing-masing urusan; dan
anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

Pasal 67

s 5. A dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun
se-alan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun

EEOENDVA.
3 1

sehacaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama
=n DPRD.

A1 A dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada
suinva disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli

berjalan.

Pasal 68

P vang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3)
sesme dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama

gdengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

. Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
uk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

& Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan
.an oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 69

wan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), TAPD
rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
2 kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
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edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sud pada ayat (1) mencakup:
azunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait;

om anggaran sementara untuk setiap program/ kegiatan SKPD;
%= penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
schacal lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar
standar satuan harga.

i perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
itkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pesyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 70

} Mot kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Bupati
. pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD
LA-SKPD.

 SS_A-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator
&= 2i=u target Kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan

Pasal 71

sctecaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) memuat rencana

“ana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana
tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek
s2 dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

saimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang
2 daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai
kegiatan.

%252 cara penyusunan RKA-SKPD dan kode rekening diatur lebih
gran Bupati.

Pasal 72

%2 i=lah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas
B TAPD.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

8 SEA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD
: )mg disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;

scana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
-stmmen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja,

: kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;

2 maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

gram dan kegiatan antar RKA-SKPD.
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@ Besil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana
avat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Bagian Keempat
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 73
» ®er=turan Daerah disusun berdasarkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

n Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen
sarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah

semcukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan,
me=n APBD.

s Pe an Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
@emgan lampiran terdiri dari :

PBD:

3D menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

3D menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

s pembiayaan;
% belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

belanja  daerah  untuk  keselarasan dan keterpaduan urusan
Jaerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
pegawai per golongan dan per jabatan;

swertzan modal (investasi) daerah;

1 penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

1 penambahan dan pengurangan aset lain-lain daerah;

cgiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
%embali dalam tahun anggaran berkenaan;

;&xgandaerah; dan

BAB VII
PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 74

1 rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya
sise lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran
e yane direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 75

san Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai
= =22 tertib DPRD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
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pahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian
= kebijakan umum APBD serta PPAS dengan program dan kegiatan yang
sulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

==m pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat
eminta RKA- SKPD berkenaan dengan program/ kegiatan tertentu.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 76

meambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan
Jecrah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun
megaran yang bersangkutan dilaksanakan.

s dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
ayiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Salam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan
wnocluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun
ssecaran sebelumnya.

“engeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud
#ada ayat (3) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai,
Layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 77

“pabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
:k mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan
Dzcrah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-
mgginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai
Seperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang
APBD.

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud
mada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
sersifat wajib.

Pasal 78

wcangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat
anakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Kalimantan Barat.

ancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat
pengesahan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

“eraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
Semgan lampiran yang terdiri dari

ringkasan APBD;

ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
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shepitulasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
seoeram dan keglatan,

Sepitulasi  belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
=rintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

2ar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

iar piutang daerah;

tar penyertaan modal (investasi) daerah;

fiar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Safiar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain daerah;

Safiar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
Sianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;

Zafiar dana cadangan daerah; dan

% dafiar pinjaman daerah.

Pasal 79

ssyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD untuk memperoleh
encesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) paling lama 15 (lima
wiss) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan
sati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

“pabila dalam batas waktu 30 (tiga) puluh hari kerja Gubernur Kalimantan Barat tidak
mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD"

Pasal 80

ancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan
Sancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
‘Supati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur Kalimantan
Sarat untuk dievaluasi.

‘ancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Fenjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan
Dacrah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Penetapan  Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan BUPATI tentang
Fenjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya
fanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang selaku penjabat/ pelaksana tugas Bupati yang menetapkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Supati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD kepada Gubernur Kalimantan Barat selambat-lambatnya 7 (tujuh)
Bari kerja setelah ditetapkan.
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BAB VIII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 81

22 penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan
zrintahan daerah dikelola dalam APBD.

p SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima pendapatan
=20 wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan
=2 ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

merimaan SKPD  dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
ecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

muah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
enceluaran belanja.

“engeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran
s=rsebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan
=rural, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/ atau
sampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

weria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai
2an Peraturan Perundang-undangan.

Sctiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah
“mtuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Feiaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
=5isien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 82

D paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan
=pada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan Rancangan DPA-
LPD.

scangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang
w=ndak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
=scbut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang

srxirakan.
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S50 menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada
&-nz lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud

41
Pasal 83
8D disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
#0) memuat program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
%0 digunakan untuk menampung:
petan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
s Bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
*. Selanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
=maan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Pasal 84
=iakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala
“ss bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya
Bupati tentang Penjabaran APBD.

* hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
2n Rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

#.70 yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
¥ yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK
mbatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

S0  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 85
SAFD berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas
anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
“D selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD.
=== rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan
ses=n DPA-SKPD.

Pasal 86
S sclzku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur

dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran  sesuai
ikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
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gaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk
hpmenmaandanperklraanaruskaskeluaryangdlgunakanguna
1 kegiatan dalam setiap periode.

meciolaan anggaran kas penerimaan daerah ditetapkan dalam Peraturan

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 87
1 dacrah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

2 harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 88

"0} yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan
= menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

. pemerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening Kas
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan

SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan
pengeluaran.

potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
Sinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan,
hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk
% bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana
2 bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
va merupakan pendapatan daerah.

ememimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila berbentuk
s segera disetor ke kas umum daerah dan apabila berbentuk barang menjadi
= daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 89
salian atas kelebihan penerimaan dilakukan dengan membebankan pada
w82 penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi
t=hun yang sama.

.8 pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
can pada rekening belanja tidak terduga.

-mbalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung
1 bukti yang lengkap dan sah.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 90

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
=h pihak yang menagih.

yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum
an Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam

2 beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD,
¢ dipersamakan dengan SPD.

Pasal 91

n sebagai Wa_]lb pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
ahruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening
=& pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai
pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Pasal 92

pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang
=5 pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D
3UD.

m=cka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), knasa
ajiban untuk:
kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna

2% kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam
pembayaran;
i ketersedlaan dana yang bersangkutan;

grintahkan pencaxran dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
2a anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 93

sz SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali
=0 lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

lﬂancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/ kuasa
anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara

an

shara pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran dari uang persediaan berikut
yarstan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
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&= pengcluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/ kuasa
‘&mggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

® pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
ava.

Pasal 94

&8 anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang
S5 vang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
2 Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 95
=n anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.

-merimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening
3 Daerah.

Pasal 96

Serhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan
» vang digunakan untuk :
defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi

s pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
s Lewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 97

sensan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b
%2n pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA
SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana
sud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi
sisanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling
s8et pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu
giukan pengujian terhadap:

=52 DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D
&i=s kegiatan yang bersangkutan;

w52 SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau

SP2D yang belum diuangkan.
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-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
@ dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

vang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenubhi kriteria:
s=2=n yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;

“ambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian
sewuma anggaran/ barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 98

saiangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan
metan daerah yang dikelola BUD.

 sacangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain
¢ yeng telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana

dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana
i pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk
anakan program dan kegiatan.

& pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana
wesn dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah.

smcahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu
- cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
sme Pembentukan Dana Cadangan.

smdahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat
weah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

= hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai
senakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih
= pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 99

@=m hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum
an sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
olio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mbah jumlah dana cadangan.

sfolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
2 deposito;

» sertifikat bank indonesia (SBI);

surat perbendaharaan negara (SPN);

surat utang negara (SUN); dan

surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
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% cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
Emawaban APBD.

mesn pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan
" s=m= dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Paragraf 3
Investasi

Pasal 100

W& dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal

® penjualan, dan/ atau pengalihan investasi dicatat pada rekening
%2y 2en daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Paragraf 4
Pinjaman/Utang Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 101

Dkserah dapat melakukan pinjaman daerah dan menerbitkan obligasi daerah
& &=tentuan Peraturan Perundang-undangan.

%5 dan obligasi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Pasal 103

1 atas :
= pendek;
2 panjang.

%= Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
=5 Salam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga,
22 harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

k2 Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
m jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban

@l pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain
%urun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati yang




scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
: jmgka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban

& pomaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain
thun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan
B yamg bersangkutan.

Pasal 104

Fendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas

¢ Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan
e shasilkan penerimaan.

k2 Faniang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang

mengah dan Jangka Panjang mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 105

an daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas

tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan
daerah.

£ Sbiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat
tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.
Pasal 106

an utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
2 APBD.

Pasal 107

-2n penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 108

B8 Zserah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban
& S=paca Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester

if pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
S 28aS

il penerimaan pinjaman;

mSeyaren pinjaman (pokok dan bunga); dan
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Pasal 109

=rah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
tempo.

g2 vang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi

=n bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana pada
% dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
APBD.

® pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada
pembahasan awal Perubahan APBD atau dalam laporan realisasi

Pasal 110

*%.D melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/ atau
& yang jatuh tempo.

& Sumea pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja
pbelanja dacrah.

@enda pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja
Belanja daerah.

weok pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang
2o0 dalam pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 5
Piutang Daerah

Pasal 111

yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan daerah, belanja daerah
merah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan
tepat waktu.

pestang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan
maian. kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya
® L=tentuan Peraturan Perundang-undangan.

=28 dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai
' mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai
yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
aan -undangan

&= schagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang
2= ditetapkan oleh :

sfuk jumlah sampai dengan Rp.5 milyar rupiah;
Semgan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5 milyar rupiah.

Pemshapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai
Peraturan Perundang-undangan.




Pasal 112

1) melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.

: -an penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
) menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 113

KD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati.
smiukung dan penyetoran atas piutang SKPKD dari pihak ketiga harus
Bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBD

Pasal 114

S0 dapar dilakukan apabila terjadi :

sang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
r kegiatan, dan antar jenis belanja;

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
tahun berjalan;

=t dan

i biasa.

S0 fanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran,
eadaan luar biasa.

* mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
scaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD
smecaran yang bersangkutan berakhir.

80 terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kedua
ten L mum Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD

Pasal 115

"80) discbabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
Ssmaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya
& ©dak tercapainya indikator-indikator ekonomi makro dan pokok-
iam Sskal vang ditetapkan dalam KUA.

wmeiasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD
Ssaisud pada ayat (1) kedalam rancangan kebijakan umum perubahan
"PAS perubahan APBD.
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kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
msi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

Legiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran

st hineria program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan
el asumsi KUA tidak tercapai: dan

sect kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
@ APBD apabila melampaui asumsi KUA.
%.siakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
d pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat
Bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

Lehiiakan Umum perubzhan APBD dan PPAS  perubahan APBD

. &maksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi

“=wm perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat
Bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

eesetuiuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan
srakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar
2 penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan
y tentang perubahan APBD.

Pasal 116

perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati
=k <ud dalam Pasal 115 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota
we &ianda tangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dalam waktu

Pasal 117

notz kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, TAPD
rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
program dan kegiatan baru dan/ atau kriteria DPA-SKPD yang dapat
dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

= pemyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam
: lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran
Pasal 118

angearan aniar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta
= dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek
s tslam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
giasikan dalam DPPA-SKPD.

antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas

gsuan PPKD.
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wbnek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas
garss Dacrah.

sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
s Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
selanjuinva dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
B APBD.

& smtar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat
- merubah peraturan daerah tentang APBD.

wealami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan
= seheeaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom
gasan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Bagian Keempat
n Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 119

» 1ahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran

“habkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan
T berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf

s= dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang melampaui
. tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud
ayat (2):

kewajiban bunga dan pokok utang;

an gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
sssatan lanjutan;

ssoeram dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai
s skhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
~sistan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang
govan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat
» s=mpai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun

§

——

anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran
i pada ayat (2) huruf a. b. ¢ dan f diformulasikan terlebih dahulu

).

anggaran  tahun  sebelumnya  untuk mendanai  pengeluaran
<l pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam

. angearan tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran
sud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam
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Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 120

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d sekurang-

smenuhi kriteria sebagai berikut :

serupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat
sebelumnya;

Smsrapkan terjadi secara berulang;

& &iluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

0 dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

a0 oleh keadaan darurat.

wissn darurat. pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
warannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

Scadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud
12 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

sun scbagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan
& vang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

} Selamia untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

2 dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
@2 dalam tahun anggaran berjalan; dan

wriuan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
j¢ \chih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

2n ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih
am DPPA-SKPD.

keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah
“apat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan
an tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

® pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
asikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan
*-SEPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

san  pengeluaran  untuk  mendanai  kegiatan dalam keadaan darurat
“mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan
e Bupati.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 121
an luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf e
skan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran

APBD mengalami peningkatan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima
persen).
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# persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
t penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 122

Bissa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD
s lenin dari 50% (lima puluh Persen) sebagaimana dimaksud
. (l). capat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/ atau

sumeokatan capaian target Kinerja program dan kegiatan dalam

Seru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
REKA-SKPD.

peminckatan capaian target kinerja program dan kegiatan
S paca avat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-

A-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
sor penvusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Pasal 123

& wor biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD
‘ebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud
(1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan
e program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

S. pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
& &alam DPPA-SKPD.

~wimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
=an peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 124

8c memual program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
s perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan
uk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

i 1 APD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan
© shegaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum

"85 seriza PPAS perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan
=i Siseujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,
meme standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan

pemnanasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan
s=e skan dianggarkan dalam perubahan APBD,terdapat ketidaksesuaian
: 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan
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Pasal 125

£ memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
APBD vyang telah disempurnakan oleh SKPD,
ML) smtuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
anan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan
jime Peniabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
wturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 126

| Dhaerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
wan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja
smealami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 127

® Supan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
son dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

Pasal 128

an Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD
k=pada Bupati.

Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada
1 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada

¢ Sancongan Perawran Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana
= avat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban
Sacrah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun
direncanakan.

L san Runcangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan
gianat Daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan
Raperda Perubahan APBD
Pasal 129
@ menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta

w2 kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun
ss=un berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
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¢ ®ancangan Peraturan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
pots keuangan perubahan APBD.

n agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
(1)

cangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum
#80 scria PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati
BDERD.

_ usan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang
P80 schagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan
@ snecaran yvang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 130

wemiahukan  kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan
= mngan DPPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
z2h tentang Perubahan APBD ditetapkan.

¢ mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan seluruhnya
sembali kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Daerah (DPPA-SKPD).

"A-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian objek
12 atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan
= harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah
sehelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
J Supat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD
Besetujuan Sekretaris Daerah.
BAB X
PENGELOLAAN KAS
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 131

s Las daerah. BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank

yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
dan diberitahukan kepada DPRD.
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BAB X1
TALSAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 132

@ pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran
S same menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah,
&2 penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

zani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan
2 dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas
akibat vang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
aan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 133

*8D. Bupati menetapkan :

=n wewenang menandatangani SPD;

iher wewenang menandatangani SPM;

& hen wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
her wewenang menandatangani SP2D;

semmaan dan/atau pengeluaran;

sermaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu; dan

sane ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

sang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna
sesuai dengan kebutuhan.

kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lain
«d pada avat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga
Deposito
Pasal 134
pemernintahan  daerah yang sementara belum digunakan dapat
® San atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak

p Bmditas keuangan daerah.

Bsiio atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/ atau bunga atas investasi

ge% merupakan pendapatan daerah.
w=ne di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pada bank yang

B scbagai lempat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wiich Bupati.
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Bagian Keempat
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 135

disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang
swan sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

e=maan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum
1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.

“masn wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seiuruh
~toran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

w=n dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam
wih dari | (satu) hari kerja dan/ atau atas nama pribadi pada bank atau
Pasal 136

% pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib
& wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada
g= keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas

2 penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

maan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke
 daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang kas tersebut

Pasal 137

. Larena kondisi giografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan
=eichihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
B peds avat (2) dalam Pasal 136 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 138

cara penatausahaan penerimaan kas diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bagian Kelima
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 139

atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain
3 dengan SPD.

manz dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk
oleh PPKD.
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pemana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) dinyatakan tidak
sﬂ. pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menolak

iian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
stan SP2D.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 143

kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna
22 anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui
. persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

saimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD

ssecaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/
m == pengluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD
am SP2D.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 144
searan  secara administratif wajib mempertanggungjawabkan
srsediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uvang persediaan kepada
i PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

hnan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat

. &pergunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran
ur lebih lanjur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 145
iesse pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola
pescrimaan/bendahara  penerimaan  pembantu  dan  bendahara
r pgeluaran pembantu minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
Pasal 146

= penatausahaan pengeluaran kas diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XII
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Sistem Akuntansi

Pasal 147

peiapors dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi
en daerah vang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

ansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
‘=sturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok

' a Keuangan Daerah.

ansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pwdur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

san pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
dq:at dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

saimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku
‘u besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

= pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
23 pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
=alisasi anggaran;

' arus kas; dan
@ at=s laporan keuangan.

wsi pemerintahan daerah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)
‘ agnya meliputi :

Sur skuntansi penerimaan kas;

S skuntansi pengeluaran kas;
stur skuntansi aset tetap/ barang milik daerah; dan

@ur skuntansi selain kas.
2si pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
&= wleh PPKD pada SKPKD dan olah PPK-SKPD pada SKPD.

Pasal 148

hﬂl dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah
& Lode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.

e wntuk menyusun laporan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

= untuk menyusun laporan realisasi angggaran sebagaimana dimaksud
| terdini dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun

s scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan
» penvusunan laporan statitik keuangan daerah/ negara.
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Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

Pasal 149

Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah
pada standar akuntansi pemerintahan.

& scbacaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan,
deporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan
or=n keuangan.

saimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
jwan. pengukuran dan pelporan setiap akun dalam laporan

smyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

= San pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga
mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.

perolehan  scbagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

pnla.h kas/ setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal,

= pembelian/ pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai
= yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

s=si aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
wien jumlah kas/ setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang
g penambahan nilai aset tetap.

» skuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat
=n keuangan tahun anggaran berkenaan.

BAB XIII
UNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
ester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 150

yusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
s= pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

= dimaksud pada ayat (1), disertai dengan progosis untuk 6 (enam)

2 dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan
pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan
@er pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis
berikut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama
%enaan berakhir.

anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama
=n dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
smana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja paling lama
g kena setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

53



Pasal 151

@ =poran realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
s=kwinya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi
@ smesaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6
eruwinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) paling
s bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada
- koordinator pengelolaan keuangan daerah.

__ter pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling
=22 bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai
=ster pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD selambat-
siser bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas
PRD dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 152

szpkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan
kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan

pelaksanaan anggaran SKPD.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD
sunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 153

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1)
= Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat
sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang
sawabnya.

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
S1 anggaran;

> faporan keuangan.
z=n SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat
2 SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya

mesarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
=i pemerintahan.
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2)

3)

4)

(5)

(6)

(1)

(2)

3)

(1)

2)

Pasal 154

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan
laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3)
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola
keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. laporan Realisasi Anggaran;

b. neraca;

¢c. laporan Arus Kas; dan

d. catatan Atas Laporan Keuangarn.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri
dengan laporan ihktisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD)/ perusahaan

daerah.

Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi
tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 155

Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dan ayat
(4) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan
dari pemerintah daerah.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Bupati dapat menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Pasal 156

Bupati dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2)

Peraturan Daerah ini.

Bupati wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 155 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
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(2)

(1)

2)

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 157

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan,
serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/ perusahaan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
lampiran terdiri dari:

a. ringkasan laporan realisasi anggaran;

b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 158

Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) ditentukan oleh

DPRD.

Persetujuan  bersama terhadap ~ Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 159
Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang
telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD

Pasal 160

Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan
tidak cukup untuk menutupi jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.
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(3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto.

Pasal 161

Batas maksimal defisit APBD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 162

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam Peraturan
Daerah tentang APBD.

Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang dan/ atau
pembentukan dana cadangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 163

Pembinaan kepada Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Gubernur dan/ atau Bupati
selaku wakil pemerintah di daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(1)

3)

4)

Pasal 164

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan.

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan
penyusunan APBDesa, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup  perencanaan dan  penyusunan APBDesa, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban APBDesa yang dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-
waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu
sesuai dengan kebutuhan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkala bagi kepala desa, Badan Pertimbangan Desa, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 165
(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 166

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Intern

Pasal 167

(1) Dalam rangka meningkatkan Kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern
di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
pemerintah Kabupaten yang tercermin dan kehandalan laporan keuangan, efisien dan
efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan Perundang-
undangan.

(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
b. terselenggaranya penilaian resiko;

terselenggaranya aktivitas pengendalian;

terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan

terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

° oo

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Ekstern
Pasal 168

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB XVI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 169

) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian
tersebut.

Pasal 170

entuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan
Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVII
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 171

1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan
fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.

12) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan masyarakat:
b. pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian

masyarakat atau layanan umurm; dan/ atau
¢ pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan

kepada masyarakat.

13) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2)
huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan,
pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek
wisata daerah, dana perumahan, rumgh susun sewa.

Pasal 172

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan
PPKBLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pasal 173

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur
sersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174
ntuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diatur lebih lanjut
gan Peraturan Bupati.
Pasal 175

turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
an penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Juli 2010
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